
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas dan
nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus mampu
menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan
sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan;

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli
daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan
kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
disebutkan bahwa Pajak Hiburan merupakan jenis pajak kabupaten/kota;
bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan di wilayah
Kabupaten Labuhanbatu Utara serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal
95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Hiburan
dalam Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pajak Hiburan;

:a.PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NO. 10 TAHUN 2011

TENTANG b.

PAJAK HIBURAN
C.

d.LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2011 NOMOR. 11

\

e.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

2.
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Penjndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4869);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik * Indonesia Nomor
5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insendf Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kapala Daerah atau Dibayar
Sencfiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARAs dan

BUPAT1LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

BABE
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan phnsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyefenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
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mendapa t)ran mbsIan aeteira j'ahg^jHg dan digmskan untuk keperluan
Daerah bagl $ebe=ar-besa? tcenakmuran rskyafc.

2i. Pemurgnton adalali Su«tlu rangkalan keyiatan mulai dan penghlmpunan
cats objek dan subjek p^ak alau rttlribusi, ueiientuan cfesamya pajak
atau rehibus yanq tBrutanj sampdi keyiaisn penagihan r-rajak atau
netriUisi kepsda wajib pajafc stag wajib niLribusi stsla perga t̂tan
p«-iyett̂ an,n^r

ll. HHwran adaiah senium jeni^ mrtniwi, p̂ rrunjuktin, pcnna nan. daryatau
keramaian yang dinikmari rtangnn riipurgut bayoran.

j

)12 , Panyelsnggara hibjran adalah perocangan 2tau batter yang
nwitydcnggarakan hiburari baik untuk dan atas namanya sandri atau
unttk dan atas narra plhak lain yang msnjadi tairggungannva.

??. Surat Pembe-itshuan Pajak Caerah yang selanjutnya disinqkdt SPIT'D
fsdalsh surat yang oteh wemb psjak dguriakan untuk niai3>orkan
pfifighprungan dayataL: pemhsyaran pajak, objsk pajak d £fy'at*) u btkan
objek pajak harts dan k£'/rajiban ?esuai fenĝ n ketenhran
poraturtin pemnnang mnangan perpajakan tteerah.

J
\

O- Penontan ijjtati t̂ ngunjung adalah aedap Qfary yang menahadiri siuatu
tiSburan untulk mekhat dan asau rnendenyar atau iimnikniEtLiiiyc! diou
menggunaken Fasilitat; ydny disadjakan oteh penydtenggara hlhuiai
ketuaii penyelsngyara. karyawarir arils dan petugas yang menqhadiri
untuk rnelakukaii Loydi pengawasan.

23 , Surat Satoran Pajak Daerai, yang stianjut.ny-̂ nKir^kcit ss^ adalah
bvkti psmbayaran atau perjy«st»ran fiajak yang telak diî ukBn dengsr
menggunakan fcrmullr atau telah dilskukai dcngan lain ha? ifas
dderah nalal ji tempi? pemboyaran yang teish (Stunluk aleh Bupaa

24. Surat Ketetapan Pajak Daerali Kirany Gayar yang setenjutnya dslngkat
SKPOKB 3dalah surat kstatapan vang merienlukan Lesiimya jumlah ptckok
pajakr lumSah Credit pajak, juni ah kiekurangan peiiiLaydrari pukuk pajak,
besaTiyaspdfcsi aderiinisfai’jf dan ju îlah jajak vane niasih haius cibayar.

14. T»nda Masuk adalah auatu tanda stau edat ysng sah danqari nama dan
daJafT! tenfek apapun yang dapat digunakan untuk menonton,
rnenggunakan atau rvten knrati hibusran.

15, Suftjek Paj=3lr ad^ah oranp pribadi atau Badan v^ng dapat dlkenakar
pajak.

25. Surar Kpr^fspan Pap* Daerah Kurang Day^r Tambanan yang selanjutnys
disingka: SKPDKRT adalsh surat ketste n̂ yang rreneridjkan tambahan
atss jumEah pujak yang tfilari dir^tarkar! ,

26, Surst Kerritapari Pnjak Dacrah Nihi ', yang sslanjumya disingkat SKPDN,
adala|n Surat Ketei-apan ŷ ng nricnfinnjkan jumlah pr*nk pn- afc sama
bssdrnys dengan juiniah krecSt pajak atau pajak adak turatang din tktek
ada kredt pajak.

16. Badar adaJah sskumautan orang dan/etau modal yang mtrupakan
kesatuan, baik yang malakukan usaha maupur yany bdak meiakukun
Lisahayarg maliputi persar^an turbatas, psrsenjdn kumanciiijti!, p̂ rseioan
Salnnya.r Badsn Usaha M Ilk Negara (EUMH) alau Badan Usahe MiIIk
Overall (EJMD) dengan nanis didn tiaiani bent- jk apap'.. nH Firma konasi,
kopi-rasi, dana jerisiun, perwkutuai' j pai'<umpjlaiir yayasan, organ sasj
massa, cr^anisasi sosiii pctliBk atau oiganisaai lainnya, tembaga dan
b«ntuk badan fainnya oermasuk kontrak investasi koiekfit dar tventuk
uwhu tefep. 27. Sprat f&jtetapun Pojak Daarah Lebih 5ayar, yang seianjutnya dEsIngkat

SKPDL6, adalan Surat itetelapan yiif KJ rnanenbikan jurnlah ke)ilbthari
penihayarar pajaK kirbnji jumlah k.nsc'it pajak l̂ oih besar dari pada pajak
yang terutang stay senanjinya iidak terutanq

17. Wajib Pajak adaî i orang priasdi atau iiadnn, -^diputi pem.'naypr pr-yak,
pemptong pajak dan pemungut pajsk y^ng m^mpurival riak dan
keMajiban perpajakan sesu î dpngan ketientusr pemtursn ptrundartg-

undengan p̂ rpa^akan dscrah.

111. Masa f’ftjay ndnlah jangka waktu 1 <3'.tu) tiuhr k l̂erdsr ateu Jangkit
wsktu lain yang diatiir defigan P̂ raturan Bupatl paling lams 3 {tigs} bulan
kalcinder, yang menjadl rasar bagi Wa|b Pajak untuk rnenghitune,
menyfltiffl' dan melsporkati pa|ja< yang tarutang,

19, Tahun pajak adalah jangka vvaktu yang femajiys 1 («jtu) taituri kalsnde T

fceouaii jika wajib p^jak rnengguriakdn U»hun btku ysnq tldak saitia

dengan tahun kaleird̂ r,

2%: ^nrat Tci£.|M Pajak Oaerah, yang sd^njutnya disinqkat STPt)r

pfljak darv'atau sanksisdaiab Surfir untuk mielskiuksn tagiran
adntlnistratif hmjps hungn riftiij'fftfiti dnnria

29. Surat Kepulusan Psnrtbtfbulan adalah suraS- kepi,ntsar yang n̂ ef«hetul<jan

kssalahan lulls, kesalahan hirung, dan/at3L kekelinjan dalanr. ppneî pan
kerer-.tuan tertentj dslam psrstursn perundanp-Lirdsingan perpajak^n
dae ali ^rj|terxktpst daiam Surat Pembedtonuan Pajak Tcmtang, Sura;:
Ket«b̂ pars Fajak Daarali, Surat K t̂eLapan Pijjak Ĉ ersh KiJ-ang Gayar,
Siral Pajflk Bd^rdii Kurang Bayar lambafuin, Surat Ketetspan
Pajak Daerah Miltib SuraL K^belapcu Pajak Daerah lebih Boyar, Surat
Tag:han Pajak Daerah, Surat Kej/uvjbon Ptniretolan atau Surat
KfipLitUSSn kebfiratan.

20. Fajsk yang teiulang adalah pajak yang liorus dihayar pada suatu saa^dalam rrtdSd odjak, dalarn tahun pajak atau dalarn bagian tahun psiak
essudi d^nffdri fcetentuan paratuian praundang-undangan perpajakan
daerah . 30. Surat (tflputijsari Kiebwfljsfn ad îab suiat k putusan ales kobeiatan

tehacap Surat Pemoanteh^iari Pajak TerutSfiq, Surat Ketetaoan Pajak
Oaeran, Surat Kctetansn r'ajak Daerah Kurang l^ayar, Surst tebatapan
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Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

Pasal 3

(1} Subjek Pajak Hiburan adafah orang pribadr atau Badan yang menikmatl
Hiburan,

I

i31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan Hiburan.

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajJban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan pemndang-
undangan perpajakan daerah.

33. Penyidtkan tindak pldana di bidang petpajakan daerah adalah serangkaian
ttndakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti Itu membuat terang tindak
pldana di bidang perpajakan daerah perpajakan yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

V BABIII
DASAR PENGENAAN,TARIF DAN CARA

PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 4

(1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau
yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Hiburan.

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) termasuk potongan harga dart tiket cuma-cuma yang diberikan
kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 5BAB II
NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2 (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh fima persen).
(2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan,

diskotik, karaoke, kfab malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan
mandi uap/ spa, tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen).

(3) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan
sebesar 10% (sepuluh persen).

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan
Hiburan.

(2) Objek Pajak Hiburan adaiah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan
dipungut bayaran.

(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain : i
Pasal 6

a. pertunjukan film.
Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana.
c. kontes kecantikan dan sejenisnya.

BABIV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

d. pameran.
e. diskotik,karaoke, klab malam dan sejenisnya.

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.f. sirkus,akrobat dan sulap. ig. permainan bilyar, golf dan boling.
h. pacuan kuda,kenderaan bermotor dan permainan ketangkasan.
i. panti pijat, refleksf, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness

center }; dan

BAB V
MASA PAJAK

Pasal 8\
Masa Pajak adalah jangka waktu yang Samanya 1(satu) bulan kalender.

j. pertandingan olah raga.
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BABVI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

(2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebular dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak*

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) 5PTP0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau orang
yang diberi kuasa olehnya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan ke Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lama 15
(lima betas) hari setelah berakhirnya masa pajak*

\ (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.I

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.BAB VU

PEMUNGUTAN PAJAK
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar 25% {dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau teriambat dibayar untuk jangka waktu
paling Jama 24 (dua puluh empat) bufan dihitung sejak saat terutangnya
pajak.

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

(1} Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan dibayar

sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 12

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan dibayar
sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar pajak yang
terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2 ) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (2)
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Daiam jangka waktu 5 (lima) tabun sesudah saat terutangnya pajak,
Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKB daiam hal : Pasal 13

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar* a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

2* jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu
15 (lima betas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat
teguran.

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tfdak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan.

b. dari hasi! penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagat
akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

)
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% {dua persen) setiap bulan untuk
paling lama 15 (lima betas) bulan sejak terutangnya pajak.

)b, SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum
temngkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredt pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian

STPD, diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 14 (3) Keberatan hams diajukan dalam Jangka waktu paling lama 3 (bga) bulan

sejak tanggal surat, tanggaf pemotongan atau pemungutan sebagalmana
dimsksud pads ayat (1), kecuali jika Waji Pajak dapat menijnjukkan yang
halms jangka waktu itu tidal: dapat riipenjhi karena keacaan diluar
kekuasaannya.

(1) Bupati menentukan tanggal jacuh tempo pembayaran dan penyetoran
Pajak yang terulany paling Jnrna 30 (liya puluh) lari kerja sateldh sdaL
terutargnyo pajak,

(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan can Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah
Pajak yang nams cibayar bertambah nnenpakan dasar penagihan pa;ak
dan harus dilunasi dclam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkar .

[4) Keberatan dapat diajukan apobila Wajto Pajak telal' membeyar paling
sedikt sejumlah yang telah disetuju Wajib Pajak ,

(5) Keberatan yang tdak menenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dsn ayat (4) tidak diarggap sebagai
sural keberatan sehinyga tfcJak EJi[*rrtirnljanyksn.

(3) Bupati atas permchonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan
yang dltentukan dapat memberikan persetjjuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan
bungs sebesar 2% ( tiua perser) sebulan.

[6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau
pejabat yang ditujuk atau tanda pengirim'ai surat keberatan melalui
surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaar surat keberatan.

(4) Ketcntuan Icbih lanjut mcngenai tafo cara pembayaran, penyetoran,
tempat pembayaran, argsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur
dengan Peraturan bupati.

Pasal 17

(1) Bupoti dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) bulan sejak
tanggal surat keberatan dfterlma, harus membed kaputt san atas
keberatan yang diajukan.

Pasal 15

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Sura:
Kepntusan Pemhehjlan, Sura: KepctuSan Keberatan dan Putusan
Banding yang tdak atau kurang dibayarolch Wajib Pajak pada woktunya
dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Kqjutusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluoihnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besamya pajak yang
terutang.

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanaksn berdasarkan
Peraturan Perund?ng undai'igan.

(3) Apsbila jangka waktu sebagaimana dimaksud peda ayat (1) telah lama
dan Bupati tidak memberi suaitu keputusan, ceberstan yang dlajukan
tersebut dianggap dikabufkan.

BAB vin
KEBERATAN DAN BANDING

Paso 16

Pasal 13

(1) Wajib Pajak dapat mergajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terbadap keputusan mengenal keberatannya yang
ditetapkan oleh Bupati,(1) Wajib Pajak dapat mangajukan keberatan hanya kepada Bupati atau

pejabat yang ditunjuk atas suabu :
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) diajukan secara

tertul s dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diteiima, dtlampir. salman dari
surat keputusan ksberatar te'sebut

a. SKPDKB.

t. SKPDKBT,

C, SKPDLB, (3) Pengetjuan pemcfionan banding menangguhkan keivgjiban membayar
pajak sampei dengan 1 (satu) bilan sejak tanggal penerbitan Putusan
Banding.d. SKPDN;dan

Pasal 19e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
peraturan perundang undangan parpajakan deerah yang berlaku.

(1) ite pcngajuan keberatan atau permohenan banding dikabulkan
sebsgian atau selin iibuya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sabesar 2% (dua persen) sebuian
untJk poling lama 24 (duo puluh empat) bulan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indouesa dengan
cisertai dengan alasan-alosan yang jelas.
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BABX

KEDALUWARSA PENAG1HAN
Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan pcnagihan pajak menjadi kedaluwarsa setalah
melampaui jancka waktu 5 "[lima} tahun terhitung sejak terutangnya
pajak, kecuaii apahita wajib pajak melakukan tlndak pldana dibidang
perp^jakan daerah,

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :

a. dlterbitkan Surat Teyuran deri/atau Surat Paksa, atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun
tidak langsung,

(3) Dalam haI diteititkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagalrrana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihltung sejak
tanggal penyampaian Surat Psksa tersebut.

(4) Pengakuan utanu Pajak serara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d adalah wajb Pmak dengar kesadarannya menyatakan
masih mempunyai Utang pajak dan belum melunasinyg kepada
Pemerirtah Daerah.

(5) Pegakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dan pengajuan permohonan argsuran atau
penundaan pembayaran can permohonan <eberaran oleh wajib pajak.

<2) linbalan bunga sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejek
bulan peiunasan sampai dengan dte'bitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa deuda sebesar 50% [lima
puluh persen} dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mangajukan
keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administrate berupa dcnda sebesar 50% (lima puluh persen)
sebagaimoria dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dkabulkan sebagian, wajib
Pajak dkenal sanksi adminisitratif berupa denda sebesar 100% (seratus
persen) cari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurang
dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.

BAB IX
PfcMBETlJLAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pesal 20

(1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena Jabatannya, Bupati dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPDr SKPDN atau SKPDLB yang
dalam penerbttannya terdapat kesalahan tulis dan/alau kesalahar hitung
dan/atau fce<eliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
pemndang-undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat :

a. mengurangkan atau rrenghapuskan sanksi administratif berupa
bunga, denda (lan kenaikan pajak yang rerutang menurut peraturan
pemndang-unda igan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena

1 kesaiahannya.

t>. mengurangkan atau membetaIkan 5KPDKB, SKPDKBT atau STFD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.

c. mengurangkan atau membatalkan 5TPD.

d, membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dlaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
dtentukan.

Pasal 22

(1) Piutang pajak yang ridak mungfch dltaglh lagl Karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapart dUiepuskan.

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Bupati.

(3) Kefcentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan putang pajak
yang sudahkedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati ,

BAB XI
P E N Y I D I K A N

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di iingkungan Pemerintah Daerah
diberi v/awenang khusus sebagal penyidik untuk [nelakukan penyidkan
tindak piddna di bidang perpajatan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undeng-Undang Hukum Acara Pidana-

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawal
negeri sipil tertentu di Iingkungan Pemerntahan Daerefli yang dlangkat
oleh pejabat yang benvenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

e. mengurangkan ketetapan pajak terutarg berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek
pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan
ketetetapen pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dietur dengan
Peraturan Bupati.
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denda paling banyak 4 (empat) kali iumlah pajak yang terutang yang
t dak atau kurang dibayar.

a. menerima, mencari, menqumpulkan dan meneiti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadl lengkap dan jelas.

b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.

fc meminta keterangan dan bahan bukti dari arang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

d. memedlcss buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dl bidang perpajakan daerah.

e. melakukgn penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta mdakukan
penyitaan fcerhadap bahan bukti tersebut

f. meminta bantuan rsnaga ahll dalaIT rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah,

g. menyuruh berhentl dan/atau mefarang seseorang menlnggalkan
mangan atau tempat pada saat pemeriksaan secang berlengsung
dart memeriksa identity orang, bends dan/atau dokumen yang
dibawa.

Pasal 25
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempakan penerimaan
Negara.

Pasal 26

Tindck pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntutsetefah melampaui
iangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak atau berakhimya Begiar. Taliun Pajak aLau berakhimya Tahun
Pajak yang bereangkutan.

BAB xm
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentjan lebih lanjut mangerai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini
dfatur dengan Peraturan Bupatl.

Pasal 2S

PeraUrau Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diuridamkan.
Agar setlap orang mengetahuinya,memerfntahkan penguncangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatanrya daiam ternbarsn Daerah Kabupeter
Labuharbabi LJtara.h. PKmotret seseorang yang berioitan dengan tindak pidana

perpajakan Daerah.
i. metnanggii orang untuk didengar kererangarnya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi.
j. menghentikan panytdikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di btcfang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan
perun6ang-undangan,

(4) Penytdik sebagdimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidkannya kepada
Penuntut Umum melalui Peryidik Pejabat Polisi Negara Republic
Indonesia, sesuai dengan kebentuan yang diatur dalam Lindang-Undang
Norrar hukum Acara pidana.

Disahkan di :Aek Kanopam
pada tanggal : 26 Juli 2011.
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto
KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan,
pada tanggal 29 Juli 2011.
SEKRETARIS DAERAH KABUDATEN

dto
BAB XII

KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

(l) wajib Pajak yang kanena kealpaannya tidak manyampaikan 5PTPD atau
mengisi dengan tidak bener atau tidak lengkap atau melampirkan
iteterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah
dap^t dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satuj tahun atau
denda paling banyafc 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dlbayar.

AMRAN
LEMBARAN DAEftAH KABUPATEN LABUHANBATU LJTARA TAHUN 2011 NOMOR 11

Sallnan sesuai asllnya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKM LABUHANBATU UTARA

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau

SPTPD atau
melampirkan

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan fceuangan daerah
dapet dipidana aengan pidana penjara paiing lama 2 (dua) tahun atau PUlWZULADr AP

PENATA TK-I
NIP. 197702G8 1995111DDL


